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ABSTRAK 
 
Mita Mayawati (B111 13 094) dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi kasus No.139/Pid.B/ 
2016/PN.Sgm)” Di bawah bimbingan H. M. Said Karim, sebagai 
Pembimbing I dan Amir  Ilyas sebagai Pembimbing II 
 
Penelitian ini bertujuan. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana 
Materiil terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor 
139/Pid.B/2016/PN.Sgm dan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum 
Majelis Hakim dalam  Menjatuhkan Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/ 
PN.Sgm. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sungguminasa dengan memilih 
instansi yang terkait dengan perkaraini, yakni penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara, yang 
kemudian data data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif 
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas 
permasalahan. 
Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Penerapan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 
139/Pid.B/2016/PN.Sgm oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup 
tepat. Pengunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai 
sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu 
perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang 
dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. 
Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan 
selama 1 (satu) tahun penjara yang kurang memberikan efek jera bagi 
pelaku.2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 
nomor  139/Pid.B/2016/PN.Sgm sudah tepat, karena berdasarkan alat 
bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki 
semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara 
yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan 
penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan 
untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum 
(rechtstaat) bukan  berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat), oleh karena 
itu untuk mewujudkan prinsip Negara hukum itu maka hukum itu sendiri 
harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum 
adalah sebagai alat pengendali sosial (tool of social control) yang 
dilengkapi dengan berbagai  sanksi sebagai  alat pemaksa agar kaidah-
kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi Negara hanya 
dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan 
hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan 
terhadap peraturatn (hukum positif) akan tetapi mencakup segala norma 
dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 
Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting 
untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan 
yang mengalami keterpurukan didalam setiap segi baik di bidang politik, 
ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum 
merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki 
keadaan Negara. 
 Penegakan supermasi hukum dimulai dengan melakukan 
pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil (substansi) maupun dari 
segi formal sebuah perudang-undangan juga pembenahan dan 
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peningkatan kuallitas sumber daya aparat penegakan hukum. Dari sisi 
perundang-udangan, kualitas sebuah peraturan perundangn-undangan 
harus di perhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi 
sebuah undang-undang harus singkron dan relavan baik dalam 
hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-
nilai yang ada dalam masyarakat. 
 Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa setiap 
warga Negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat 
Negara harus sesuai dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar 
tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan 
dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya. 
 Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi 
antara manusia tersebut adalah hukum pidana.1 
“hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan 
larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam 
dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak 
mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan 
(menjatuhi) dan menjalankan pidana terebut” 
 
 Hukum pidana sebagai hukum public bertujuan untuk mengatur 
interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. 
Dalam kaitannya dengan pengaturan public khususnya mengenai norma-
norma larangan keharusan yang memiliki sanski negatif  maka hukum 
pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di 
atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat member 
rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok 
dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. 
                                                          
1 Moeljatno,1982, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara: Jakarta, hlm, 7. 
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 Akhir-akhir ini banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap 
ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, atau terlalu 
mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang 
dijatuhkan. ketidakpuasaan yang demikian dapat dipahami, mengingat 
tingkat perkembangan kejahatan telah meningkat dari tahun ke tahun. 
Salah satunya pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan menjadi 
masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat 
dilepaskan dari ruang dan waktu, terkadang sebab dan musababnya 
kurang kita pahami. Kejahatan dapat terjadi di mana dan kapan saja 
dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di desa apa lagi di kota besar 
seperti Makassar. Masyarakat semakin terusik oleh tindak kejahatan yang 
semakin meluas, ini menambah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan 
oleh pemerintah. Adapun kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah 
perampokan, penadahan, pemerkosaan, dan prkelahian antar warga. 
 Di antara bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini, penadahan, 
khususnya terhadap kendaraan bermotor menjadi salah satu bentuk 
kejahatan yang sering terjadi, disamping masalah-masalah yang lain. 
Untuk itulah penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai 
masalah penadahaan kendraan bermotor tersebut. 
 Kejahatan penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah 
kejahatan penadahaan kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan 
pencurian. Pada kejahatan penadahan, pelaku sudah mengetahui atau 
patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil 
kejahatan sebagai contoh motor yang dijual tidak dilengkapi dengan surat-
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surat yang sah seperti surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 
dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga pembeli patut 
menduga bahwa motor tersebut berasal dari tindak kejahatan. 
 Pembeli motor hasil penadahaan disebut sebagai penadah karena 
pembeli tersebut mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil 
penadahan. Tindak pidana penadahaan diatur dalam kitab undang-
undang Hukum Pidana (KHUP), terdapat dalam pasal 480 KUHP yaitu : 
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah: 
1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, 
menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang 
diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan penadahaan. 
2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, 
yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh  dari 
kejahatan. 
 
 Dengan pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-
perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alas an 
seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga 
dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat 
pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi 
sosial ini akan semakin Nampak pada saat persoalan-persoalan dan 
ancaman kejahatan meningkat secara hukum dan kualitas pengendalian 
sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota 
masyarakat pada alternatif pilih yaitu penyesuaian atau penyimpangan, 
sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling 
serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. 
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 Rendahnya hukuman yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah 
satu factor timbulnya ketidak percayaan masyarakat terhadap penegakan 
hukum, ketidakpercayaan masyarakat yang timbul dari rasa ketidakadilan 
dank arena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para 
pelaku tindak pidana penadahan khususnya kendaraan bermotor sampai 
saat ini masih saja sering terjadi. Hal inilah yang membuat penulis ingin 
menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana penadahaan serta bagaimanakah bentuk 
perlindungan hukum terhadap korban penadahan dan penulis membuat 
karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 
TINDAK PIDANA PENADAHAAN (Studi kasus No.139/Pid.B/ 
2016/PN.Sgm)” 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian diatas permasalahan diatas, maka rumusan 
permasalahannya adalah sebagai berikut: 
1) Bagimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak 
Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/ 
PN.Sgm? 
2) Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam 
Menjatuhkan Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm? 
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C. Tujuan Penulisan 
Adapun yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal ini 
adalah: 
1) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana penaahan dalam putusan nomor 139/Pid.B/2016/ 
PN.Sgm 
2) Untuk mengetahui petimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm 
 
D. Manfaat Penelitian 
1) Teoritis 
Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia 
akademisi, khusunya tentang hal yang berhubungan dengan 
kejahatan penadahan. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih 
lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan 
sumbangan bagi perkembagan hukum di Indonesia. 
2) Praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat member pengetahuan tentang 
kasus-kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini dan bagaimana 
upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penadahan 
bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik 
bagi aparat penegaka hukum maupun masyarakat umum dalam 
menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas 
penadahan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
 Pidana berasal dari kata straf (bahasa balanda), yang adakalahnya 
disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah 
hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. 
Menurut Adami Chazawi2, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai: 
“suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara 
kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum 
(sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan 
hukum pidana. Secara khusu larangan dalam hukum pidana ini 
disebut sebagai tindak pidana (strafbaarfeit)”. 
 
Pidana dalam hukum pidana  merupakan suatau alat bukan tujuan 
dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa 
penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut 
terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi 
kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. 
Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, 
disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi 
kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang 
yang berniat melanggar hukum pidana. 
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. 
Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum. 
Seperti menurut: 
                                                          
2  Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo 
persada: Jakarta, hlm.24. 
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Prof. Moeljatno, S.H. Hukum pidana adalah bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:3 
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanki 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut. 
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut. 
 
Menurut Soedarto yang hukum pidana amemuat aturan-aturan 
hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi 
syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana4. 
Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi 
hukum pidana dalam arti objektif atau strafrecht in objective zin dan 
hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht ini subjective zin.5 
Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang 
berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale. 
Hukum pidana dalam arti subjektif tersebut,oleh professor simons telah 
dirumuskan sebagai: 
“keseluruhan dari laranan-larangan dan keharusan-keharusan, 
yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat 
hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan 
yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari 
peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum 
itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 
mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya 
itu sendiri”. 
                                                          
3 Prof. Moeljatno, S.H, 2009, Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi, PT. Rineka Cipta, 
Jakarta: hlm.1. 
4 Amir Ilyas SH.,MH, 2012, Asas-asas Hukum Pidana memahami tindak pidana, 
Rangkang Education & PuKAP-Indoneasia, Yogyakarta: hlm 2. 
5 Ibid, hlm 4-5 
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Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, 
yaitu: 
1. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, 
yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan 
yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif; 
2. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap 
peraturan-peraturan dengan hukum.  
Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang 
disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai ius puniendi. 
2. Jenis-jenis Pemidanaan 
  KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah 
merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 
KUHPidana. Menurut stelstel KUHPidana, pidana dibedakan menjadi dua 
kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. 
1. Pidana pokok terdiri dari: 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara; 
c. Pidana kurungan; 
d. Pidana denda 
e. Pidana tutupan (ditambahkan brdasarkan UU No. 20 Tahun    
1946). 
 
2. Pidana Tambahan terdiri dari: 
a. Pidana pecabutan hak-hak tertentu; 
b. Pidana perampasan barang-barang tertentu; 
c. Pidana pengumuman putusan hakim. 
 
10 
Dalam buku amir ilyas perbedaan antara pidana pokok dan pidana 
tambahan adalah sebagai berikut:6 
a. pidana  tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, 
kecuali dalam perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-
anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambaan ini 
ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada 
tindakan) 
b. pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana hanya 
pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah 
fakulatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan 
terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 
250,251 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau 
keharusan). 
c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu dengan suatu 
tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim 
dapat dijalankan. 
 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana mati 
Pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam pasal 11 KUHP yaitu: 
“pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan 
menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu 
pada tiang penggantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”. 
Apabila terpidana dijatuhkan hukuman mati, maka eksekusi 
putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan flat eksekusi dari 
presiden (kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya 
terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk 
pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan 
beberapa ketentuan yang terdapat didalam ketentuan pasal 2 undang-
undang No. 3 tahun 1950 tentang permohonan Grasi yang menyatakan :7 
                                                          
6 Ibid. hlm.107 
7 Amir ilyas, Op.cit. hlm.109 
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1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan maka pelaksanaan 
dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari 
terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu 
menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa 
dalam hal keputusan pemeriksaan ulang yang dijatuhkan oleh 
pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai 
hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan 
kepada terpidana. 
2) Jika teridana dalam tenggang waktu yang tersebut diatas tidak 
mengajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut dalam 
pasal 6 ayat (1) yakni panitera dari pengadilan yang telah 
memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus 
memberitahukan ha tersebut kepada hakim atau ketua 
pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan tersebut dalam 
pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni hakim, ketua pengadilan, 
kepala kejaksaan pada pengadilan memutus pada tingkat 
pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam 
pasal 8 berlaku dalam hal ini. 
3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan 
presiden itu sampai kepada kepala kejaksaan yang dimaksud 
dalam pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan 
putusan hakim. 
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Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan 
keputusan presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon 
pengampunan atau grasi dari presiden. 8 
Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang 
sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pokok 
kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati 
dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.9 
2) Pidana Penjara 
Mengutip dari buku asas-asas hukum pidana oleh bapak amir ilyas, 
menurut Andi Hamzah10 
“pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa kehilangan 
kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan 
kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi 
juga berupa pengasingan. 
 
Masih mengutip dari buku yang sama, menurut P. A. F. laminating: 
“bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga 
permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati 
semua peraturan tersebut”. 
 
Ketentuan pidana penjara ini dapat dilihat dalam pasal 11 KUHP 
yang menyatakan: 
1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara; 
2) Hukuman penjara smentara itu sekurang-kurangnya satu hari 
dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut; 
3) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya 
dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang 
menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara 
seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas 
                                                          
8 Ibid, hlm.110 
9 ibid 
10 ibid 
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tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah karna ada 
gabungan kejahatan atau karna berulang-ulang membuat 
kejahatan atau karna aturan pasal 52; 
4) Lamanya hukum penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh 
dari dua puluh tahun. 
 
3) Pidana kurungan 
Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara 
hanya saja pidana kurungan inimlebih ringan dari pidana penjara. Hal ini 
dapat dilihat dari jangka waktu pidana kurungan ini yang dapat kita lihat 
pada pasal 11 KUHP: 
(1) Lamanya pidana kurungan serendah-rendahnya satu hari dan 
selama-lamanya satu tahun; 
(2) Hukumn itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat 
bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran ada 
beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang atau karna 
hal yang ditentukan pada pasal 52 tempo yang satu tahun itu 
dilampaui; 
(3) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lama dari satu tahun empat 
bulan. 
 
4) Pidana denda 
Dalam bukunya Amir Ilyas memberi pengertian mengenai pidana 
denda yaitu: 
“kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut 
oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu 
oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana.” 
 
Masih dalam buku yang sama, menurut P. A. F. laminating 
bahwa:11 
“Pidana denda dapat kita jumpai di dalam buku I dan buku II KUHP 
yang telah diancamkan  bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi 
pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya 
pidana pokok maupun secara alternative dengan kedua pidana 
pokok tersebut secara bersama-sama.” 
                                                          
11 Amir Ilyas, Op. cit. hlm. 114 
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b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal 
tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini 
bersifat fakultatif artinya tidak dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.12 
Ketentuan pidana tambahan menurut Hermin Hadiati dalam buku 
Asas-asas Pidana oleh Amir Ilyas adalah sebagai berikut : 
a. Pidana tambahan  hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok 
artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana 
satu-satunya. 
b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila didalam rumusan 
suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai 
ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan. 
c. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan 
kepada beberapa perbuatan pidana tertentu. 
d. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu 
perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah 
fakultatif. Artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan atau 
tidak. 
Adapun jenis-jenis pidana tambahan ialah, sebagai berikut : 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah: 
                                                          
12 Ibid  
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a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
tertentu; 
b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri; 
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 
atau pengampuan atas anak sendiri; 
f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu. 
Lamanya pencabutan hak dalam hal dilakukannya pencabutan hak 
diatur dalam pasal 38 ayat (1) KUHP, yakni sebagai berikut: 
a) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
lamanya pencabutan adalah seumur hidup. 
b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 
kurung, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling 
banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokok. 
c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 
dua tahun dan paling lama lima tahun. 
 
Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan. 
Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari 
jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain 
untuk pemecatan itu.13 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
Pidana perampasan barang-barang tertentu pada dasarnya sama 
halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-
barang tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu: 
a) Barang-barang tertentu pada dasarnya sama halnya dengan 
pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang 
tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu: 
b) Dalam hal pemidanaan karna kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 
                                                          
13 Amir Ilya, Op. Cit. hlm. 116 
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putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 
dalam undang-undang. 
c) Perampasan dapat dilakuakn terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah atas barang-barang yang 
telah disita. 
 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya 
diganti menjadi pidana kurungan apbila barang-barang itu tidak 
diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak 
dibayar, kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama 
enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-baranga 
yang dirampas diserahkan. 
3. Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 43 KUHP, yang 
berbunyi: 
“Apabila hakim memerintahkan agar putusan di umumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
lainya, harus ditetapkan pula bagimana cara melaksanakan 
perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 
putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang 
ditentukan undang-undang”. 
 
Hanya beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana 
tambahan ini yang diatur dalam KUHP, diantaranya adalah terhadap 
kejahatan-kejahatan sebagai berikut:14 
1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang 
keperluan angkatan perang dalam waktu perang. 
2) Penjualan, penwaran, penyerahan, membagi barang-barang 
yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau 
kesehatan dengan sengaja atau karna alpa. 
3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain 
luka atau mati. 
4) Penggelapan. 
5) Penipuan. 
6) Tindakan merugikan pemiutang. 
                                                          
14 Ibid. hlm. 117 
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3. Teori pemidanaan 
Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literature hukum 
disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht-theorien) berhubungan 
langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori 
ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam 
menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti 
mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu 
dijatuhkan dan dijalnkan, atau apakah alasannya bahwa Negara dalam 
menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan 
cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah 
pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam 
teori-teori pemidanaan ini.15 Teori pemidanaan telah dikelompokan ke 
dalam tiga golonan besar yaitu:16 
1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) 
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Penjatuhan pidana 
kepada pelaku kejahatan dibenarkan karena penjahat telah membuat 
penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus 
diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang 
dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, 
baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak 
dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud 
untuk member efek jera kepada pelaku kejahatan. 
                                                          
15 Adam Chazawi, 2010. Pelajaran hukum pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
Hlm. 156 
16 Ibid. hlm. 157 
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Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah yaitu:17 
1. Ditunjukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari 
pembalasan); 
2. Ditunjukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
 
Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang 
adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan tersebut, yaitu sebagai 
berikut: 
Dari sudut etika, Emmanuel Kant mengemukakan bahwa:18 
“Tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan 
pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis 
merupakan syarat etika. Pemerintahan Negara mempunyai hak 
untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka 
memenuhi keharuan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan 
ini harus dilakukan sekalipun tidak memiliki manfaat bagi 
masyarakat ataupun orang yang bersangkutan. Karena 
pembalasan melalui pidana ini didasarkan pada etika.” 
 
Hagel mengemukakan bahwa:19 
“Pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. 
Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang 
melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti 
ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itu haruslah 
diikuti oleh suatu pidana berupa ketidak adilan terhadap pelakunya 
untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali 
tegaknya hukum.”  
 
Pandangan lain yang dikemukakan oleh Herbart adalah: 
“apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa 
ketidakpuasaan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat 
dapat dicapai maka harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang 
setimpal terhadap pelakunya.” 
 
 
                                                          
17 Ibid. hlm.158 
18 Ibid. hlm.159 
19 Ibid. hlm. 160 
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Heymans mengemukakan bahwa: 
“setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan 
layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan 
kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan 
ini berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang 
bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang.” 
 
2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk 
menegakkan tata tertib itu maka diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mecegah timbulnya suatu kejahatan, 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, 
yaitu:20 
a. Bersifat menakut-nakuti; 
b. Bersifat memperbaiki; 
c. Bersifat membinasakan. 
3) Teori Gabungan (Verenigingstheorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alas an 
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teorii gabungan ini dapat 
dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:21 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melmpaui batas dari apa yang perlu 
                                                          
20 Ibid. hlm.162 
21 Ibid. hlm. 166 
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dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
 
Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam dua teori 
sebelumnya. Pada teori absolute memiliki kelemahan yaitu dapat 
menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua 
pelaku pembunhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan 
berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Apabila yang menjadi dasar teori ini 
adalah pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan 
pidana. Sedangkan kelemahan teori relative yaitu juga dapat menimbulkan 
ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan 
menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi 
pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi 
tidak seimbang. Hal mana yang bertentangan dengan keadilan. Kepuasan 
masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk 
memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan 
dengan demikian diabaikan.  
 
B.  Tindak Pidana 
1. Pngertian dan unsur-unsur tindak pidana  
Pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan 
hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk:22 
                                                          
22 Opcit. Prof.Moeljatno,2009, hlm 1 
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1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut; 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 
3. Menentukan dengan cara sebagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut. 
Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat 
KUHPidana), tindak pidana dikenal dengan istilah strafbaarfeit merupakan 
istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. Strafbaarfeit 
terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar. Dan feit yang masing-masing 
memiliki arti:23 
 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman (pidana). 
                                                          
23 Opcit. Amir Ilyas SH.,MH, 2012, hlm. 19 
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Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-
beda pula mengenai istilah strafbaarfeit, antara lain sebagai berikut:24 
a. Perumusan Simons 
Simons merumuskan bahwa: “Een strafbaar feit” adalah suatu 
handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana 
oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum 
(onrechtmatic) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh 
seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau 
membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur 
obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat 
keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa 
kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaar) dari petindak. 
b. Perumusan Van Hamel 
Van Hamel merumuskan bahwa “strafbaar feit” sama yang 
dirumuskan dengan simons, hanya ditembahkannya dengan 
kalimat “tindakan mana yang bersifat dapat dipidana.” 
c. Perumusan Vos 
Vos merumuskan “strafbaar feit” adalah salah suatu kelakuan 
(gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang 
diancam dengan pidana. 
 
 
                                                          
24 E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2012. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
penerapannya, storia Grafika, Jakarta. Hlm. 205 
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d. Perumusan Pompe 
Pompe merumuskan: “strafbaar feit” adlah suatu pelanggaran 
kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana 
pelaku mempunyai kesalahan untuk maa pemidanaan adalah 
wajar untuk menyelenggarakan untuk ketertiban hukum dan 
menjamin kejahatan umum. 
Dalam buku E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengenai asas-asas 
hukum pidana di Indonesia dan penerapannya menjelaskan bahwa istilah 
starfbaar feit, telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:25 
a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum 
b) Peristiwa pidana 
c) Perbuatan pidana dan 
d) Tindak pidana 
Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan 
itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-undangan diindonesia 
telah menggunakan keempat-empatnya istilah tersebut dalam berbagai 
undang-undang. 
Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) 
sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan (2) 
sudut undang-undang adalah bagaimana kenyatan tindak pidana itu 
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan 
perundang-undangan yang ada26.  
                                                          
25 Ibid. hlm 204 
26 Opcit. Adami Chazawi.2002. hlm.79 
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1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis yang menganut 
paham dualisme dan monisme.  
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan); 
Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni: 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham 
monism, memang tampak berbeda. Menurut bunyi batasan yang dibuat 
Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah27: 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara 
panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 28 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
                                                          
27 Ibid. hlm 80 
28 Ibid. hlm 81 
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e. Dipersalhakan/kesalahan. 
Meskipun beberapa rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun 
hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-
unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya. 
2. Unsur rumusan tindak pidana dalam KUHPidana. 
Dalam kitab hukum undang-undang pidana (KUHP) yang terbagi 
dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang 
berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat 
pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang 
selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan 
tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur 
tindak pidana, yaitu:29 
a) Unsur tingkah laku; 
b) Unsur melawan hukum’ 
c) Unsur kesalahan; 
d) Unsur akibat konstitutif; 
e) Unsur keadaan yang menyertai; 
f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana; 
j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk 
unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur-
unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan 
uraian sebagai berikut30: 
                                                          
29 Ibid. hlm 82 
30 Laden Marpuang, 2005, asas teori praktik hukum pidana, sinar grafika: Jakarta, hlm 9 
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a. Unsur subjektif 
Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana 
menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (an act does 
not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non 
facit reum nisi mens sir rea). Kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld). 
b. Unsur objektif 
Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas: 
1) Perbuatan manusia berupa: 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, 
misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan 
dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain: 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
27 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atu perintah. Semua unsur delik diatas 
merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa 
menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke 
dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut criminal atrocissima, atrocia 
dan levia yang tidak didasarkan pada sesuatu azas tertentu, melainkan 
hanya didasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana berat-ringan 
kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan pada berat-
ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap masing-masing 
kejahatan. 31 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni 
sebagai berikut:32 
a. Menurut sistem KUHP 
Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan 
pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara 
kejaatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada 
kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran 
tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana 
kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan 
ancaman pidana penjara. 
                                                          
31 DRS. P.A.F Lamintang, S.H. 1984, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, cv. Sinar 
baru, bandung. Hlm. 198 
32 Opcit. Amir Ilyas. Hlm 28 
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Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
yakni  kejahatan merupkan delik-delik yang melanggar kepentingan 
hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan 
pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara 
kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan 
pelanggaran sebagai berikut: 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang 
melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik 
pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah 
umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
 
b. Menurut cara merumuskannya 
Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 
rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu 
adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana 
formil tidak memerlukan dan/ atau tidaka memerlukan timbulnya suatu 
akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyellesaian tindak pidana, 
melainkan semata-mata pada perbuatannya. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan 
dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak 
bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi 
sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 
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c. Berdasarkan bentuk kesalahan 
Dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana 
tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana 
yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbutannya 
Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga 
disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/neatif, disebut juga 
tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan 
yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota 
tubuh orang yang berbuat. Dengan berbut aktif orang melanggar larangan, 
perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan 
secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang 
dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. 
Tindak pidana pasi ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni 
dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah 
tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang 
pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa 
perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni 
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak 
berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, 
tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat 
itu benar-benar timbul. 
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e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya 
Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan 
tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ 
berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau 
waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicate. Sebaliknya 
ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya 
tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, 
tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan 
voordurende dellicten. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak 
pidana yang menciptakan suatu keadaany yang terlarang.  
f. Berdasarkan sumbernya 
Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana 
khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku 
III). Sementara itu tindak pidana khusu adalah semua tindak pidana yang 
terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah 
pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam 
KUHP dan delik-delik di luar KUHP. 
g. Dilihat dari sudut subjeknya 
Dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana 
yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak 
pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku 
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pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu 
dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-
perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang 
yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan 
jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya. 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan.   
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana 
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatanya, tidak 
disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak 
aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana 
apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 
pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau 
keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa 
khusus untuk hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk 
pengaduan oleh orang yang berhak. 
i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan 
Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak 
pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari 
berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi: 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat 
juga disebut dengan bentuk standar; 
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan 
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3) Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada 
bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali 
unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi 
bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau 
ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankann secara 
tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau factor 
peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk 
yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih 
ringan dari pada bentuk pokoknya. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi 
Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung 
pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per 
bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat 
disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan 
hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap 
keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum 
bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan 
terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan 
hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti 
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pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan 
dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya. 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan 
Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirunuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan 
dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, 
bagian terbesar tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai 
dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secra berulang. 
3. Pertanggung Jawaban Pidana 
Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai 
“toereken-baareid”, “criminal rensposibility”. Pertanggung jawaban pidana 
di sini di maksud untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang 
dilakukannya itu. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk 
pertanggungjawaban. Orang yang melakukan perbuatan pidana dan 
memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya 
pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan “tidak 
ada pidana jika tidak ada kealahan,” merupakan dasar dari pada di 
pidannya si pembuat. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu 
melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.33 Dengan 
demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada 
dua hal, yaitu pertama harus ada perbuatan yang bertentangan dengan 
                                                          
33 E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
penerapannya, Jakarta: storia grafika, 2002, hlm.245 
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hukum atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Kedua, 
terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan 
atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. 
Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang 
meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alas 
an pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan 
tertuduh atau tiada alasan pemaaf34. Dari uraian di atas dapat diketahui 
unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah: 
a. Mampu Bertanggungjawab 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya suatu tindak yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawabkan-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut 
bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum 
atau rechtsvaardigingsgrond atau alas an pembenaran) untuk itu. Dilihat 
dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang 
“mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan35. 
E.Y Kanter dan S.R Sianturi menguraikan unsur-unsur seseorang 
dikatakan mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar), sebagai 
berikut:36 
                                                          
34 Ibid. hlm 250 
35 Ibid, hlm 249 
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35 
a. Keadaan Jiwanya 
- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temprair) 
- Tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu,idiot,imbecile dan 
sebagainya); dan 
- Tidak terganggung karena terkejut, hypnotism, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, 
melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam 
dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan 
sadar. 
b. Kemampuan Jiwanya: 
- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan “jiwa” (geestlelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan 
dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke vermogens) dari seseorang, 
walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHPidana 
adalah verstandelijke vermogens. Untuk terjemahan dari verstandelijke 
vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa 
seseorang”.37 
 
                                                          
37 Ibid, hlm 249-250 
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b. Kesalahan  
Kesalahan dianggap, ada apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab. 
Di dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan seseorang 
dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu 
bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur 
yaitu:38 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
4. Tidak adanya pemaaf. 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut ketentuan 
yang diataur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari: 
a. Kesengajaan (opzet) 
b. Kealpaan (culpa) 
c. Tidak ada alasan pemaaf 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 
kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari 
tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari 
                                                          
38 Moeljatno, Op.cit. hlm.164 
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tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan 
tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, 
maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk 
penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongandari sesuatu, 
yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali 
Ruslan Saleh dalam buku karangan Amir Ilyas mengatakan 
bahwa: 39 
Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan 
bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, 
tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alas an pemaaf, 
adlah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld). 
Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana  yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang. 
 
Telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya tindakan yang dilarang. Seseorang akan dipertanggung-
jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut 
melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf.  
 
C. Tindak Pidana Penadahan 
1. Pengertian tindak pidana penadahan 
Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II 
KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid 
kartanegara, tindak pidana penadahan isebut tindak pidana pemudahan, 
yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk 
melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, 
seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahtan. 40 
                                                          
39 Amir Ilyas, Op.cit, hlm. 87 
40 P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2009. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta 
kekayaan. Jakarta. Sinar grafika, hlm. 362 
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Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen 
Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai 
Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk 
memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis 
tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.41 
Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat 
yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. 
Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukan 
kejahatan itu atau subjek pelaku. 
Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah 
adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau 
dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk 
menjualnya lagi). 42 
Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan 
yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari 
kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, 
menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang. 43 
Sedangkan pengertian penadahan menurut pasal 480 KUHPidana: 
1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima 
gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat 
keuntungan, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, 
menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, 
yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh 
dari kejahatan. 
                                                          
41 Ibid. hlm.363 
42 Tim reality. Kamus terbaru bahasa Indonesia. 2008. Surabaya. Reality publisher. 
Hlm.611 
43 Andi hamzah. Terminology hukum pidana. 2009. Jakarta. Sinar grafika. Hlm.151 
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2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh 
dari kejahatan. 
 
Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap 
harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik 
pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hamper 
selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat 
diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh 
orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh 
dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta 
kekayaan.  
Pada pasal 481 KUHPidana mengenai penadahan sebagai mata 
pencarian berbunyi:44 
1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja 
membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan 
barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun. 
2. Yang bersalah dapat dicabut haknya untuk melakukan 
pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kebiasaan menurut 
Hoge Raad 11 Februari 1991 berdasarkan pengulangan 
perbuatan dalam jangka waktu yang patut.  
 
Untuk menjadi pelaku tindak pidana penadahan tidak mesti 
menunggu pencuri diadili lebih dulu. Dalam hal ini apabila dipandang 
cukup dengan telah terbuktinya ada orang yang kecurian dan barang-
barang ada pada penadah maka pelaku telah bisa untuk diadili. 
Tindak pidana penadahan yang dilakukan setelah selesai 
melakukan suatu kejahatan terhadap harta kekayaan yaotu mengenai 
suatu barang yang diperoleh dari kejahatan  biasanya dianggap akan 
                                                          
44 Andi hamzah. Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP. 2010. Jakarta. 
Sinar grafika. Hlm. 133 
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memudahkan atau menolong kejahatan tersebut. Skedar si pelaku 
kejahatan mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri, dirampas, 
digelapkan, atau diperoleh dengan penipuan, atau ditampung oleh 
seorang penadah akan mempersulit pengusutan kejahatan yang 
bersangkutan. Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut akan 
dengan mudah mengulangi perbuatannya untuk memperoleh barang 
dengan jalan kejahatan. 
Jadi menurut penulis, pengertian penadahan adalah perbuatan 
yang dilakukan dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain 
dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau 
diperoleh dari suatu kejahatan tertentu. 
2. Bentuk Tindak Pidana Penadahan  
Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam 
pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut 
1) Penadahan dalam bentuk pokok (pasal 480 KUHPidana) 
Pada pasal 480 KUHPidana diatur sebagai berikut45: 
Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum; 
1. Karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, 
menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau 
karena mendapat untung, menyimpan atau 
menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau 
yang patut disangkanya diperolah karena kejahatan. 
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil 
sesuatu, yang diketahuinya atau yang patut harus 
disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. 
 
 
 
 
                                                          
45 R. Soesilo, 1995, Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor.politeia. hlm 
314 
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2) Penadahan sebagai kebiasaan (pasal 481 KUHPidana) 
Pasal 481 KUHPidana sebagai berikut:46 
1. Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja 
membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau 
menyembunyika benda, yang diperoleh karena kejahatan, 
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
2. Sitersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam 
pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan 
pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu 
(K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).  
 
3) Penadahan ringan (pasal 482 KUHPidana) 
Pada pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut:47 
Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum 
sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, 
jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang 
diterangkan dalam pasal 364, 373, 379. 
 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan 
Penadahan termasuk delik pemudahan, dengan adanya 
penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak 
kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang 
merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk 
memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan 
yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan tersebut. 
Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur 
kejahatan penadahan menurut pasal 480 angka 1 KUHPidana ada dua 
rumusan kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut:  48 
 
 
                                                          
46 Ibid. hlm. 316 
47 Ibid. hlm. 316 
48 Ibid. hlm 314 
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1. Unsur-unsur objektif: 
a) Perbuatan kelompok 1, yakni 
1) Membeli 
2) Menyewa 
3) Menukar 
4) Menerima gadai 
5) Menerima hadiah, atau kelompok 2 
Untuk menarik keuntungan: 
1) Menjual; 
2) Menyewakan; 
3) Menukar; 
4) Mengadaikan; 
5) Mengangkut; 
6) Menyimpan; 
7) Menyembunyikan 
b) Objeknya: suatu benda. 
c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan. 
2. Unsur-unsur subjektif: 
a) Yang diketahuinya, atau 
b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh 
dari kejahatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 
Instansi terkait. Dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian atas 
dasar pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa merupakan 
tempat penyelesaian kasus penadahan dengan nomor perkara No. 
139/Pid.B/2016/PN.Sgm yang dijadikan objek dalam penelitian ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder 
1. Data Primer 
Jenis data primer yang digunakan dengan melakukan 
wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang 
berhubungan dengan pembahasan masalah dalam proposal ini. 
2. Data Sekunder 
Jenis data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh 
melalui literature atau studi keputusan yang relavan dengan 
masalah yang diteliti. Mencakup buku-buku, putusan pengadilan 
(yurisprudensi) atau peraturan-peraturan perundang-unangan, 
dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang 
berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari primer. 
 
44 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
1. Studi Lapangan 
Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara 
langsung pada objke-objek atau sumber data yang berkaitan 
dengan penelitian baik dengan melakukan wawancara secara 
langsung terhadap Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa 
yang menangani kasus tersebut maupun mencari data berupa 
arsip atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 
2. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelahan 
sumber-sumber. 
 
D. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kualitatif. Analisi yaitu berdasarkan metode ilmiah yang ada, 
adapun deskriptif kualitatif adalah memaparkan serta menafsirkan data 
yang paling relavan dari masalah yang digunakan dalam tulisan ini secara 
umum kemudian dikongkritkan menjadi lebih ksusus.   
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Penadahan dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm 
Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi 
korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan suatu akibat 
(kausalitas/cause and effect). Pada penjelasan dengan menggunakan 
logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat suatu 
perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum 
bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu sebagai bentuk 
pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. 
Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya 
tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau 
menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan 
melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini 
bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (medeplichtigheid) seperti 
dimaksud Pasal 55 KUHP. 
Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-orang 
untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan 
dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual kembali agar 
memperoleh keuntungan berupa uang, barang, dll.sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. 
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Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum 
pidana dalam kasus putusan No. 139/ Pid. B/ 2016/ PN. Sgm, menurut 
penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus, dakwaan 
Penuntut Umum dan Tuntutan Penuntut Umum pada perkara ini. 
1. Posisi Kasus 
Awal kejadian terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak 
diingat lagi sekitar pukul 10.00 Wita tahun 2016 atau setidak-tidaknya 
pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016 
atau masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah Lel. Nya’la di 
Karebasse Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, terdakwa bernama 
Malombassang Dg Tawang bin Bonro Dg Bombong membeli, menyewa, 
menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik 
keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, 
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, 
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 
Pada hari dan tanggal serta waktu dan tempat sebagaimana 
disebutkan di atas, Malombassang Dg Tawang bin Bonro Dg Bombong 
(selanjutnya disebut Terdakwa) membeli sepeda motor Yamaha Mio 
warna putih dengan nomor polisi DD 5004LZ yang telah diubah nomor 
polisinya menjadi DD 7777AJ. Sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa 
tersebut adalah motor hasil kejahatan atau motor curian dimana sepeda 
motor yang dibeli Terdakwa dari Lel. Basir tersebut adalah milik saksi 
korban H.Muh.Hasyim, S.Pd bin Paressa yang diambil di rumah saksi 
korban tanpa meminta izin kepada saksi korban. 
Selanjutnya, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Lel. Basir 
seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh 
Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 
47 
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa membeli sepeda sepeda 
motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan STNK dan 
BPKB dan terdakwa ternyata mengetahui bahwa motor tersebut adalah 
hasil dari kejahatan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban 
H.Muh.Hasyim, S.Pd. bin Paressa mengalami kerugian kurang lebih 
sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana 
penadahan yang dilakukan terdakwa Malombassang Dg Tawang bin 
Bonro Dg Bombong yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim pada 
persidangan di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang pada pokoknya 
menyatakan sebagai berikut: 
Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar 
jam 10:00 Wita tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain 
yang masih termasuk dalam bulan Februari 2016 atau masih termasuk 
dalam tahun 2016, bertempat di rumah Lel. Nya’la di Karebasse 
Kec.Bontonompo Kab.Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima 
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, 
menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau 
menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus 
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa 
dengan cara-cara sebagai berikut: 
 Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi 
sekitar Jam 10:00 Wita tepatnya dirumah Lel. Nya’la di 
Karebasse Kec. Bontonompo Kab.Gowa Terdakwa membeli 
membeli sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi 
DD 5004 LZ yang telah di ubah nomor polisinya menjadi DD 777 
AJ. sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah 
motor dari hasil kejahatan/motor curian dimana sepeda motor 
yang dibeli Terdakwa dari Lel. Basir tersebut adalah milik saksi 
korban H.Muh.Hasyim,S.Pd.Bin Paressa yang diambil dirumah 
saksi korban tanpa meminta ijin kepada saksi korban; 
 Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Lel.Basir 
seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 
oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kembali dengan 
harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 
 Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Lel. Basir Dg 
Rangka Bin Toko Dg.Nai tanpa dilengkapi dengan surat-surat 
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kendaraan STNK dan BPKB dan Terdakwa juga mengetahui 
bahwa motor tersebut dari hasil dari kejahatan; 
 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi H. Muh. 
Hasyim,S.Pd. Bin Paressa mengalami kerugian kurang lebih 
sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidak-
tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah); 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah 
mengajukan beberapa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti, petunjuk 
dan keterangan terdakwa serta barang bukti untuk memperkuat 
dakwaannya, sebagai berikut: 
a. Keterangan Saksi 
1. H. Muh. Hasyim, S.Pd bin Paressa 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah 
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Saksi pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2016 sekitar pukul 
05.10 Wita saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 
Mio warna putih Nomor Polisi DD 5004 LZ, yang sebelumnya 
diparkir dipekarangan rumah saksi yang terletak di Kutulu, 
Kelurahan Mata Allo, KecamatanBajeng, Kabupaten Gowa; 
 Pekarangan rumah saksi ada pagar pengamannya, namun pada 
saat itu sebelum kejadian sekira pukul 04.30 Wita saksi pergi ke 
masjid untuk menjalankan shalat subuh dan pagar saat itu tidak 
saksi kunci lagi, dan ketika saksi kembali kerumah sekira pukul 
05.30 Wita, saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada; 
 Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya; 
 Bahwa benar sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam 
perkara ini adalah milik saksi; 
 Bahwa nilai dari sepeda motor saksi tersebut kira-kira 
Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); 
Atas keterangn saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan 
membenarkannya. 
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2. Basir Dg Rangka bin Toko Dg.Nai 
Di depan persidangan keterangannya diberikan di bawah sumpah 
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di 
bulan Februari 2016 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat 
dipekarangan rumah seseorang yang Saksi tidak kenal, di 
Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten 
Gowa, Saksi bersama dengan Saudara Nya’la telah mengambil 
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan plat 
nomor yang sudah tidak diingatnya lagi; 
 Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Saudara Nya’la 
melintas didepan rumah korban, dan melihat pintu pagar 
terbuka, kemudian Saudara Nya’la berhenti dan Saksi langsung 
masuk kepekarangan dan melihat sepeda motor tersebut tidak 
dikunci leher, kemudian dengan menggunakan kunci letter T, 
sepeda motor dapat dihidupkan, namun sebelum dihidupkan 
mesinnya, sepeda motor Saksi dorong keluar, dan setelah 
dihidupkan mesinnya maka saksi pergi dengan membawa 
sepeda motor tersebut; 
 Bahwa setelah dijalan Saksi menukar motor tersebut dengan 
milik Saudara Nya’la jenis Yamaha Mio GT warna putih, dan 
selanjutnya motor hasil curian dibawa pulang oleh Saudara 
Nya’la; 
 Bahwa keesokan harinya saksi menelpon Terdakwa yang 
menawarkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa 
datang kerumah saksi kira-kira pukul 10.00 Wita, lalu pergi 
bersama-sama kerumah Sdr. Nya’la untuk melihat kondisi 
sepeda motor hasil curian tersebut dan oleh Terdakwa langsung 
dibayar/ dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah); 
Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan 
membenarkannya. 
 
b. Petunjuk 
Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAPdinyatakan 
petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaanyang karena 
persesuaiannya baik diantara yang satu denganyang lain maupun dengan 
tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana 
dan siapa pelakunya, petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh 
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dariketerangan saksi-saksi dimana dari fakta yangterungkap 
dipersidangan justru mempertegas bahwa terdakwa telah melakukan 
perbuatan sebagaimana disebutkan oleh keterangan saksi-saksi dan 
diperkuat oleh keterangan terdakwa. 
c. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa Malombassang Dg Tawang bin Bonro Dg Bombong di 
depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: 
 Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi 
sekitar pukul 10:00 Wita bertempat dirumah Lel. Nya’la di 
Karebasse Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, 
Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Mio warna 
putih Nomor Polisi DD 5004 LZ yang telah di ubah Nomor 
Polisinya menjadi DD 7777 AJ dari Basir Dg Rangka Bin Toko 
Dg.Nai seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah); 
 Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa 
dilengkapi dengan suratsurat kendaraan STNK dan BPKB dan 
Terdakwa juga mengetahui bahwa motor tersebut dari hasil 
kejahatan/ pencurian akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui 
siapa pemilik dari sepeda motor tersebut; 
 Bahwa setelah dua hari sepeda motor tersebut dipakainya 
kemudian oleh Terdakwa dijual kepada keluarganya seharga 
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); 
 Bahwa benar sepeda motor yang dijadikan barang bukti adalah 
sepeda motor yang telah dibelinya; 
 
d. Barang Bukti 
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu: 
 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih  dengan 
nomor polisi DD 5004 LZ (asli) diganti dengan DD 7777 AJ, 
Nomor Rangka MH354P00BCJ559390, Nomor Mesin 
54P559648; 
 Plat Nomor Polisi DD 7777 AJ. 
 
Dari hasil penyidikan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa secara 
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sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan 
dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP. 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan melihat fakta-fakta yang 
terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan 
saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka Penuntut Umum 
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
a. Menyatakan Terdakwa Malombassang Dg Tawang bin Bonro Dg 
Bombong bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 
dalam dakwaan yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Malombassang Dg 
Tawang bin Bonro Dg Bombong dengan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, 
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 
c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek 
Yamaha Mio warna putih nomor polisi DD 7777 AJ nomor rangka 
MH354P00BCJ559390 nomor mesin 54P559648, dikembalikan 
kepada saksi korban H.M. Hasyim, S.Pd bin Paressa; 
d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Analisis Penulis 
Berdasarkan Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU 
Kejaksaan) pengertian Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi 
wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim.49 Sebagai salah satu aparat penegak 
hukum, Penuntut Umum juga diberi wewenang khusus dalam 
                                                          
49 Lihat Pasal 1 Poin 2 UU Kejaksaan. 
52 
menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang terdapat dalam 
Pasal 14 KUHAP diantaranya yaitu membuat surat dakwaan dan 
melakukan penuntutan.  
Surat dakwaan merupakan surat/akte yang memuat perumusan 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana 
ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan 
dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan 
pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar 
pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.50 Sebagai suatu akta 
surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat dominan dalam proses pidana. 
Adapun fungsi surat dakwaan yaitu: 
Surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang 
lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti: 
1) Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi 
oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut 
Umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan 
sidang tersebut; 
2) Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus semata-
mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian 
terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan; 
3) Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan 
merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan; 
 
Sebagai sebuah surat/akte yang menjadi dasar dalam pemeriksaan 
di persidangan, Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan secara 
cermat dan teliti. Terkait dengan pembuatan surat dakwaan, dalam pasal 
143 KUHAP telah ditentukan mengenai syarat untuk membuat surat 
                                                          
50 Yahya Harahap dalam Harun H Husein, 2004, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan 
Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44. 
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dakwaan yaitu syarat formil, yang berkaitan dengan format surat dakwaan 
berupa tanggal, identitas terdakwa, tanda tangan penuntut umum, dan 
syarat materiil yang berkaitan dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebut locus dan 
tempus delicti. Apabila dalam pembuatan surat dakwaan tidak mengikuti 
ketentuan dalam pasal 143 KUHAP terutama syarat materiil maka surat 
dakwaan batal demi hukum. Untuk itulah dibutuhkan pemahaman yang 
mendalam bagi setiap Penuntut Umum mengenai surat dakwaan agar 
dalam pembuatannya tidak terdapat kesalahan agar surat dakwaan yang 
dibuat tidak batal demi hukum. 
Pada kasus ini, Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut 
Umum secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP yaitu 
telah diberi tanggal, ditandatangani, berisi identitas terdakwa (nama 
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, 
tempat tinggal, agama dan kepercayaan), selain itu surat dakwaan telah 
berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut 
dilakukan. 
Selain persyaratan di atas, satu hal yang penting bagi Penuntut 
Umum dalam membuat surat dakwaan adalah mengenai pemahaman 
Penuntut Umum dalam menerapkan bentuk dakwaan dan Pasal yang 
akan dicantumkan dalam surat dakwaannya untuk menjerat terdakwa. 
Apabila Penuntut Umum salah dalam menerapkan bentuk dakwaan dan 
Pasal yang mengakibatkan tidak terbuktinya unsur-unsur dari Pasal yang 
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didakwakan dalam persidangan maka konsekuensi hukumnya adalah 
terdakwa bebas dari tuntutan hukum (Vrijspraak). Dasar hukum dari 
bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat (1) KUHAP yang 
berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 
bebas”.51 Oleh karena itu Penuntut Umum diharuskan memiliki 
kemampuan yang baik dalam menganalisis sebuah tindak pidana agar 
dapat merumuskan Pasal yang tepat untuk menjerat terdakwa sehingga 
terdakwa tidak dapat lolos dari hukuman. 
Terkait kasus yang penulis teliti, yaitu tindak pidana penadahan 
dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm, Penuntut Umum 
menggunakan dakwaan tunggal. Adapun pemilihan bentuk dakwaan ini 
oleh Penuntut Umum adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa hanya tertuju pada 1 (satu) perbuatan saja yaitu tindak pidana 
Penadahan, yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, khususnya pada poin 1 
yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Mengenai keputusan Penuntut 
Umum memilih bentuk dakwaan ini penulis menilai keputusan tersebut 
sudah tepat. 
Sebagaimana diketahui, bentuk dakwaan tunggal adalah satu 
bentuk dakwaan yang di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja 
yang didakwa kepada seorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. 
Di sini, dalam berkas perkara hanya ada satu tindak pidana yang 
                                                          
51 Lihat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. 
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dilakukan terdakwa. Biasanya, Penuntut Umum menggunakan dakwaan 
tunggal apabila ia telah yakin bahwa hanya satu perbuatan saja yang 
dilakukan oleh terdakwa dan hanya pasal tertentu saja yang memang 
telah mencocoki rumusan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. 
Jika dikaitkan dengan kasus ini, sangat jelas bahwa Terdakwa melakukan 
tindak pidana penadahan, dimana Terdakwa mengetahui bahwa sepeda 
motor tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa tetap membelinya, 
bahkan menjual kembali. Hal ini jelas bahwa hanya satu perbuatan pidana 
saja yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kemungkinan 
bagi Penuntut Umum untuk menggunakan bentuk dakwaan pengganti 
lainnya. 
Selanjutnya mengenai pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum 
dalam surat dakwaannya. Dalam kasus ini, Penuntut Umum 
menggunakan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Terkait pengunaan pasal untuk 
menjerat terdakwa pada kasus ini, maka harus diteliti lebih mendalam 
perbuatan dari Terdakwa, apalagi mengenai tindak pidana penadahan 
tidak hanya diatur dalam Pasal 480 KUHP saja, melainkan juga diatur 
dalam Pasal 481 KUHP. 
Sebelum menentukan pasal mana yang tepat untuk menjerat 
terdakwa maka terlebih dahulu perlu diketahui isi dari Pasal 480 dan Pasal 
481 KUHP. Adapun isi dari Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP yaitu:52 
Pasal 480 
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 
                                                          
52 Lihat Pasal 480 dan 481 KUHP. 
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1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
hasil kejahatan penadahan; 
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh 
dari kejahatan. 
 
Pasal 481 
1. Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja 
membeli, menukar, menerima gadai atau menyembunyikan 
barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun. 
2. Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan Pasal 35 no. 
1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana 
kejahatan dilakukan. 
 
Berdasarkan kasus yang penulis teliti, Terdakwa dalam hal ini 
membeli motor yang diketahuinya sebagai barang hasil curian, dan motor 
tersebut dijual kembali. Penuntut umum tidak menemukan adanya bukti 
yang menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut adalah suatu 
kebiasaan.Sehingga tepatlah keputusan Penuntut Umum yang menjerat 
terdakwa dengan Pasal 480 ke-1 KUHP. 
Terkait tuntutan Penuntut Umum, dapat dilihat bahwa tuntutan 
Penuntut Umum adalah “Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun”. Penulis menilai bahwa tuntutan 1 (satu) tahun penjara tersebut 
kurang tepat. Hal ini karena tindak pidana penadahan ini dipandang 
sebagai tindak pidana pemudahan, yang berarti memberikan kemudahan 
bagi pelaku tindak pidana lain untuk menutupi perbuatannya, sehingga 
sanksi bagi pelaku tindak pidana ini juga harus berat. 
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2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan 
Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam 
menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses 
pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil 
keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. 
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan 
jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, 
keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang 
dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Dalam perkara nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm dalam hal ini 
Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang 
diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 
dimana Terdakwa melanggar ketentuan dalam dakwaa tunggal yaitu 
Pasal 480 Ayat (1) KUHP. 
Tindakan yang dilakukan oleh hakim harus dibuktikan dengan 
mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan 
fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti dengan 
menganalisanya. Sebelum mengkaji unsur-unsur tersebut maka perlu 
dilihat apa fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan. 
Pada kasus ini, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
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 Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2016, sekira 
pukul 05.10 Wita, saksi H. Muh. Hasyim,S.Pd. Bin Paressa telah 
kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih 
hitam Nomor Polisi DD 5004 LZ, yang sebelumnya diparkir 
dipekarangan rumah saksi yang terletak di Kutulu, Kelurahan 
Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa; 
 Bahwa benar yang mengambil sepeda motor milik dari H. Muh. 
Hasyim,S.Pd. Bin Paressa tersebut adalah Basir Dg Rangka Bin 
Toko Dg.Nai bersama dengan Nya’la; 
 Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat 
lagi sekitar pukul 10:00 Wita bertempat dirumah Lel. Nya’la di 
Karebasse Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, 
Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Mio warna putih 
Nomor Polisi DD 5004 LZ yang telah di ubah Nomor Polisinya 
menjadi DD 7777 AJ dari Basir Dg Rangka Bin Toko Dg.Nai 
seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 
 Bahwa benar setelah dua hari sepeda motor tersebut dipakai 
kemudian oleh Terdakwa dijual kepada keluarganya seharga 
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); 
 Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa 
dilengkapi dengan surat-surat kendaraan STNK dan BPKB dan 
Terdakwa juga mengetahui bahwa motor tersebut dari hasil 
kejahatan/ pencurian akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui 
siapa pemilik dari sepeda motor tersebut; 
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di 
atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 
KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Unsur Barangsiapa; 
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, 
59 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui 
atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. 
Terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
a. Unsur Barangsiapa 
Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ atau biasa disebut juga 
dengan ‘setiap orang’ adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan 
maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-
Undang Pidana atau yang secara adequat menyebabkan timbulnya 
keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang atau melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh Undang-Undang. Selain itu bahwa yang bersangkutan 
harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua 
perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, 
baik pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan 
pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut. 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang 
bernama Malombassang Dg Tawang bin Bonro Dg Bombong sebagai 
Terdakwa, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan 
saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri yang saling 
bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan di 
persidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan 
didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi 
menurut hukum. 
b. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, 
menerima badiah atau untuk menarik keuntungan menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan 
 
Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat 
alternatif. Kata-kata menawarkan, menukar, menerima gadai, atau 
menerima hadiah adalah sama maknanya secara gramatikal, sehingga 
tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Sedangkan yang dimaksud dengan 
‘mengambil untung’ adalah dalam maknanya yang luas, yaitu baik materiil 
maupun immaterial berupa pemanfaatan atau mendapatkan jasa dari 
suatu barang. Barang itu sendiri baik dalam bentuknya yang berwujud 
maupun tidak berwujud asalkan mempunyai nilai tertentu bagi pemiliknya. 
Kemudian R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 
480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjelaskan bahwa elemen 
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penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat 
menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, 
penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah 
cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa 
barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan 
elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat 
dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan 
di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang 
menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata benar 
pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2016, sekira pukul 05.10 Wita, saksi 
H. Muh. Hasyim,S.Pd. Bin Paressa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda 
motor Yamaha Mio warna putih hitam Nomor Polisi DD 5004 LZ, yang 
sebelumnya diparkir dipekarangan rumah saksi yang terletak di Kutulu, 
Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 
Bahwa benar yang mengambil sepeda motor milik dari H. Muh. 
Hasyim,S.Pd. Bin Paressa tersebut adalah Basir Dg Rangka Bin Toko 
Dg.Nai bersama dengan Nya’la. 
Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi 
sekitar pukul 10:00 Wita bertempat dirumah Lel. Nya’la di Karebasse Kec. 
Bontonompo Kab.Gowa, Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha 
Mio warna putih Nomor Polisi DD 5004 LZ yang telah di ubah Nomor 
Polisinya menjadi DD 7777 AJ dari Basir Dg Rangka Bin Toko Dg.Nai 
seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 
Bahwa benar setelah dua hari sepeda motor tersebut dipakai 
kemudian oleh Terdakwa dijual kepada keluarganya seharga 
Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi 
dengan suratsurat kendaraan STNK dan BPKB dan Terdakwa juga 
mengetahui bahwa motor tersebut dari hasil kejahatan/ pencurian akan 
tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor 
tersebut. 
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut telah ternyata 
Terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna 
putih hitam tersebut telah mengetahui jika sepeda motor tersebut dari hasil 
kejahatan/ pencurian, paling tidak patut menduga karena sepeda motor 
tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan dibelinya dengan harga 
yang tidak wajar, yakni Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 
sehingga dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi oleh 
perbuatan Terdakwa. 
Oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
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penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-
1 KUHP. 
2. Amar Putusan 
Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan Terdakwa sebagai berikut: 
Keadaan yang memberatkan: 
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. 
Keadaan yang meringankan: 
 Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan 
kesalahannya; 
 Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa 
untuk memperbaiki dirinya; 
 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri; 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
 
Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah 
dibebani pula untuk membayar biaya perkara. 
Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan 
perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
 
MENGADILI: 
1. Menyatakan Terdakwa Malombassang Dg Tawang bin Bonro Dg 
Bombong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam 
dakwaan tunggal Penuntut Umum; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
5. menetapkan barang bukti berupa: 
a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih hitam Nomor 
Polisi DD 5004 LZ (asli), Nomor Rangka MH354P00BCJ559390, 
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Nomor Mesin 54P559648 dikembalikan kepada pemiliknya yakni 
saksi H. Muh. Hasyim S.Pd bin Paressa; 
b. Plat Nomor Polisi DD 7777 AJ, dirampas untuk dimusnahkan: 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). 
 
3. Analisis Penulis 
Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan 
sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. 
Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan 
keyakinannya itu dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang 
sah, serta menciptakan hukum sendiri (rechsviding) yang bersendikan 
keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai 
sumber dari segala hukum. 
Putusan Hakim selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi semua 
pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun antara pelaku-pelaku 
kejahatan, secara yuridis seberat atau seringan apapun pidana atau 
hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan menjadi permasalahan 
selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang 
diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi 
persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanaan 
sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan 
memenuhi rasa keadilan. 
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Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang 
didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan 
Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan 
terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan 
yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau 
perintah putusan Majelis Hakim. 
Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim 
akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan 
konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. 
Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada 
bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar 
belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, 
kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari 
perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa 
dalam melakukan tindak pidana tersebut.Berdasarkan beberapa 
pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta 
untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil 
putusan. 
Dalam perkara Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm ini, Majelis Hakim 
memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah telah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sesuai dengan 
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dakwaan Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah melakukan tindak 
pidana dengan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan, 
berbunyi sebagai berikut:53“Barang siapa membeli, menyewa, 
menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik 
keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, 
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan.”Penulis menilai bahwa putusan hakim yang menyatakan 
bahwa terdakwa bersalah sudah tepat. 
Hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan 
bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui sepeda motor yang dibelinya dari 
Basir Dg Rangka bin Toko Dg Nai dan Lel Nya’la ada sepeda motor hasil 
curian. Meskipun telah mengetahui hal tersebut, Terdakwa tetap saja 
membelinya bahkan kembali menjual motor tersebut kepada pihak lain. 
Sehingga jelas terlihat bahwa Terdakwa dengan sengaja ingin menarik 
keuntungan dari pembelian barang hasil curian tersebut. Selain 
keterangan dari terdakwa tersebut, keterangan-keterangan saksi yaitu 
saksi Basir Dg Rangka bin Toko Dg Nai dan Lel Nya’la dalam hal ini 
pelaku pencurian sepeda motor juga mengungkapkan bahwa sepeda 
motor tersebut telah dijual kepada Terdakwa. Berdasarkan keterangan 
saksi dan keterangan terdakwa dan disertai dengan barang bukti yang 
diperlihatkan dalam persidangan memberikan petunjuk bagi hakim yang 
memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah secara nyata melakukan 
tindak pidana penadahan. 
                                                          
53 Lihat Pasal 480 Ayat (1) KUHP. 
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Hal yang menarik sesungguhnya pada tindak pidana penadahan 
adalah bagaimana jika kondisinya ternyata Terdakwa tidak mengetahui 
bahwa barang yang telah dibelinya tersebut adalah merupakan hasil 
kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di 
Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Amiruddin Machmud, dikatakan 
bahwa:54 
Pada dasarnya setiap orang tentu ingin mendapatkan barang 
dengan harga yang terjangkau, dalam hal ini mendapatkan barang 
dengan harga yang murah. Namun, setiap orang dituntut untuk 
memperoleh barang dengan wajar dan patut. Wajar artinya apabila 
seseorang membeli suatu barang maka harga yang ditawarkan 
kepadanya adalah harga yang memang sesuai dengan nilai dan 
kegunaan barang tersebut atau sesuai dengan harga pasaran. Patut 
diartikan sebagai apabila dalam membeli barang maka identitas atau asal 
usul barang tersebut harus diketahui dengan jelas oleh si pembeli, yang 
biasanya dibuktikan dengan adanya bukti surat. Pembeli diwajibkan oleh 
undang-undang untuk dapat meninjau kembali barang yang akan 
dibelinya. Sebagaimana yang terdapat dalam  rumusan Pasal 480 KUHP, 
yang menentukan bahwa …………. sesuatu benda yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. 
Berdasarkan rumusan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa meskipun si 
pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah hasil 
kejahatan namun si pembeli patut curiga ketika barang yang hendak 
dibelinya memiliki harga yang tidak wajar dan identitas barang tersebut 
pun tidak jelas. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
apabila seseorang tidak mengetahui bahwa barang yang telah dibelinya 
adalah hasil kejahatan, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pemaaf 
bagi dirinya untuk tidak dikenakan tindak pidana penadahan. Hal ini 
dikarenakan setiap orang harus menggunakan akal pikirannya dengan 
benar untuk menilai suatu barang yang akan dibelinya dan dengan akal 
pikirannya pun patut mencurigai jika barang yang akan dibelinya tidak 
wajar dan tidak patut. 
                                                          
54 Wawancara dengan Amiruddin Machmud, Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
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Selanjutnya terkait penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim. 
Pada kasus ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara 
selama 8 (delapan) bulan. Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan 
Penuntut Umum. Penulis menilai bahwa putusan pidana penjara selama 8 
(delapan) bulan yang dijatuhkan majelis hakim kurang tepat. Hal ini 
berdasarkan dari penilaian penulis bahwa tindak pidana penadahan ini 
sama saja dengan tindak pidana pemudahan, dalam hal ini memudahkan 
pelaku-pelaku tindak pidana yang lain untuk menyembunyikan 
perbuatannya. Sehingga seharusnya setiap tindakan yang memberikan 
kemudahan untuk melancarkan suatu tindak pidana lain maka sanksinya 
juga harus berat. Seperti pada penjelasan sebelumnya dimana penulis 
mengkritisi tuntutan pentuntut umum karena dinilai terlalu ringan, dalam 
hal ini pula penulis kembali mengkritisi putusan pidana penjara yang 
dijatuhkan hakim karena dengan menjatuhkan pidana penjara yang relatif 
lebih ringan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. 
 
 
 
  
67 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
penadahan dalam putusan nomor 139/Pid.B/2016/PN.Sgm oleh 
Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Pengunaan dakwaan 
tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena 
perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja 
yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh 
terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Namun, 
Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan 
selama 1 (satu) tahun penjara yang kurang memberikan efek jera 
bagi pelaku. 
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 
nomor  139/Pid.B/2016/PN.Sgm sudah tepat, karena berdasarkan 
alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa 
terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan 
dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya 
saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih 
ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan 
penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera 
bagi pelaku tindak pidana penadahan. 
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B. Saran  
1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi yang 
lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan karena perbuatan 
tersebut dapat meresahkan masyarakat dan penerapan pidana 
yang ringan sama sekali tidak memberikan efek jera bagi pelaku. 
2. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama 
terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh 
dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat 
atau nota bukti pembelian karena bisa saja barang tersebut adalah 
barang hasil kejahatan. 
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